MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

BERITA PERS

Arief Hidayat Kembali Ucapkan Sumpah Sebagai Hakim Konstitusi

Jakarta, 27 Maret 2018 — Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. akan mengucapkan sumpah sebagai
Hakim Konstitusi Periode 2018 - 2023, di hadapan Presiden RI, Joko Widodo pada Selasa, (27/3)
pukul 14.00 WIB, di Istana Negara. Arief Hidayat ditetapkan kembali menjadi Hakim Konstitusi
oleh DPR.

Pria kelahiran 3 Februari 1956, di Semarang, Jawa Tengah ini kembali terpilih setelah
sebelumnya pada 1 April 2013 di Istana Negara, ia berdiri di hadapan Presiden Republik
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi.
Setelah dua tahun menjadi hakim konstitusi, Arief mendapatkan kepercayaan dengan terpilih
menjadi Ketua MK periode 2015-2017 menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa
jabatannya pada 7 Januari 2015 lalu dan kembali terpilih sebagai Ketua MK untuk periode
keduanya pada Juli 2017.

Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Arief yang merupakan Guru Besar Universitas Dipenogoro
juga menjabat sebagai ketua pada beberapa organisasi profesi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar
HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi
Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum
Lingkungan. Selain itu, Arief juga aktif menulis, tidak kurang dari 25 karya ilmiah telah dia hasilkan
dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik berupa buku maupun makalah.

Arief menyadari bahwa dirinya bukanlah sosok hakim yang sempurna tanpa cela. la berujar
bahwa dirinya tidak menilai diri menjadi sosok hakim yang sempurna dan tidak bermasalah. “Saya
masih terus belajar dan membutuhkan dukungan dari teman-teman hakim konstitusi. Karena
menjadi hakim konstitusi, adalah pekerjaan yang kolegial. Bagi saya menjadi hakim bukan untuk
mencari kekayaan, melainkan bagaimana menjaga negara dengan sebaik-baiknya dan
menciptakan masyakarat yang adil dan makmur,” tandasnya.

Arief selalu menyatakan kesiapannya memenuhi pesan para pendahulunya untuk menjaga
independensi MK sebagai prinsip penting bagi sebuah lembaga peradilan. la pun meminta agar
semua pihak ikut mengawasi kinerjanya sebagai hakim konstitusi. (HUMAS MK)
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